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 PT Adaro Indonesia adalah perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan 
eksplorasi dan penambangan batubara dengan produksi terbesar ke-3 di dunia, salah satu lokasi 
penambangan terletak di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Indonesia, Berdasarkan data 
yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan tahun 2016 - 2019 pertumbuhan ekonomi di 
Kabupaten Balangan merupakan pertumbuhan ekonomi yang paling rendah diantara 
kabupaten/kota lainnya, Bank Indonesia (BI) wilayah Kalimantan Selatan tahun 2019 sektor 
pertambangan masih menjadi primadona pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Selatan 
khususnya di Kabupaten Balangan, jika dicermati hal ini menunjukkan bahwa terdapat 
permasalahan bila dilihat dari salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat, secara 
teoritis disebutkan bahwa pemberdayaan tidak boleh menimbulkan ketergantungan, tetapi harus 
mampu mendorong terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat.  

Penelitian ini berujuan untuk (1) Menganalisis  kebijakan program corporate social 
responsibility (CSR) PT Adaro Indonesia dalam Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Balangan, 
(2) Menganalisis dampak program corporate social responsibility (CSR) PT Adaro Indonesia 
dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Balangan dan (3) Menemukan model evaluasi 
kebijakan program yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian mengunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif, dengan landasan filosifis postpositivesme, Penentuan informan 
secara purposive ( bertujuan) , Teknik Analisa yang digunakan adalah data condensation, data 
display, verification. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Kebijakan program corporate social responsibility 
(CSR) PT Adaro Indonesia dalam pemberdayaan masyarakat Kabupaten Balangan belum 
terlaksana secara optimal, (2) dampak program CSR PT Adaro Indonesia yang ditetapkan belum 
sepenuhnya memberikan dampak positif bagi pemerintah maupun masyarakat Kabupaten 
Balangan, (3) model evaluasi kebijakan program peneliti kembangkan adalah : 1. Manajemen 
Pengelolaan, 2. Program yang ditetapkan, 3. Kelompok Sasaran, 4. Implementasi dan 5. Dampak. 
Saran yang diberikan, kepada pihak berwenang perlu melakukan desain ulang terhadap  
pengelolaan dana CSR PT Adaro Indonesia pada Kabupaten Balangan. 
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Pemberdayaan Masyarakat 
 
 

Latar Belakang 
 

Undang - Undang Republik Indonesia 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseron 
Terbatas pasal 72 menyebutkan bahwa 
perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha 

dibidang dan atau kegiatan sumberdaya alam 
wajib melaksanakan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan. 

PT Adaro Indonesia merupakan 
perusahaan pertambangan yang melakukan 
kegiatan eksplorasi dan penambangan 



batubara dengan produksi terbesar ke 3 
didunia (CNBC Indonesia). Lokasi kantor 
operasional PT Adaro Indonesia terletak di 
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan 
Selatan. Sedangkan lokasi penambangan 
terletak di Kabupaten Balangan dan 
Kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan 
Selatan. 

PT Adaro Indonesia melaksanakan 
program corporate social responsibility 
(CSR) di sekitar lokasi pertambangan sebagai 
wujud tanggung jawab atas dampak 
operasional perusahaan. Menurut Suharto 
(2008) Corporate social responsibility 
operasi bisnis dengan komitmen yang tidak 
hanya untuk meningkatkan keuntungan 
finansial, melainkan juga untuk membangun 
sosial-ekonomi kawan secara holistik, 
melembaga dan berkelanjutan. (Aras & 
Crowther,2019 :23) Frynas (2009 :6) 
menjelaskan bahwa sebuah program dapat 
dikenali sebagai tanggung jawab perusahaan 
atas dampak usaha mereka terhadap 
masyarakat dan lingkungan. 

Berdasarkan data rilis Badan Pusat 
Statistik (BPS) Kalimantan selatan tahun 
2016 - 2019, neraca pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Balangan merupakan yang 
terendah diantara Kabupaten/ Kota lainnya di 
Kalimantan selatan, dengan pertumbuhan 
ekonomi 2,53 persen, Kabupaten balangan 
menempati urutan 13 dari 13 
Kabupaten/Kota. Berdasarkan data Bank 
Indonesia (BI) Wilayah Kalimantan Selatan 
tahun 2019 Sektor pertambangan masih 
menjadi primadona pertumbuhan ekonomi di 
provinsi Kalimantan Selatan khususnya di 
Kabupaten Balangan. 

Berdasarkan data tersebut menunjukan 
adanya permasalahan jika diliat dari salah 
satu indikator keberhasilan pemberdayaan 
masyarakat, secara teoritis disebutkan bahwa 
Pemberdayaan tidak boleh menciptakan 
ketergantungan, akan tetapi harus mampu 
mendorong semakin terciptanya kreativitas 
dan kemandirian masyarakat agar semakin 

memiliki kemampuan untuk berswakarsa, 
swadaya, swadana dan swakelola bagi 
terselenggaranya kegiatan-kegiatan guna 
tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-
keinginan masyarakat sasarannya;  
Pemberdayaan masyarakat dengan  
sendirinya berpusat pada bidang ekonomi, 
karena sasaran utamanya adalah 
memandirikan masyarakat. 

Berdasarkan uraian data yang disajikan 
baik pada aspek geb teoritis maupun aspek 
fenomena empiris, maka dipandang perlu 
dilakukan evaluasi program corporate social 
responsibility (CSR) PT Adaro Indonesia 
dalam pemberdayaan masyarakat Kabupaten 
Balangan, analisis dampak program 
corporate social responsibility PT Adaro 
Indonesia dalam pemberdayaan masyarakat 
kabupaten Balangan, serta menemukan 
model evaluasi yang tepat dalam kebijakan 
program pemberdayaan masyarakat. 

Tinjauan Pustaka 

Anderson dalam Winarno ( 2008:166), secara  
umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan 
sebagai kegiatan yang menyangkut  estimasi 
atau penilaian kebijakan yang mencakup 
substansi, implementasi dan dampak 
pelaksanaan kebijakan tersebut. Laster & 
Stwart (2000:126) dalam Agustino ( 2017 
:163) Evaluasi kebijakan berusaha untuk 
menilai konsekunsi kebijakan yang 
ditujukkan oleh dampak-dampaknya dan 
menilai berhasil atau tidaknya suatu 
kebijakan berdasarkan pada kriteria dan 
standar yang dibuat. William N Dunn 
Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran 
(appraisal), pemberian angka (rating) dan 
penenilaian ( assessment) 

Model Evaluasi Kebijakan 

Lester dan Steward,Jr (2000) 
mengkategorisasi evaluasi kebijakan menjadi 



empat tipe. Adapun tipe atau model yang 
dikemukakan adalah sebagai berikut:  

1. Evaluasi Proses. Evaluasi yang berkaitan 
dengan proses implementasi kebijakan.  

2. Evaluasi Dampak. Evaluasi yang 
berkaitan dengan hasil dan atau pengaruh 
dari implementasi kebijakan. 

3. Evaluasi Kebijakan. Evaluasi untuk 
menguji kesesuaian antara hasil kebijakan 
dengan tujuan yang ingin dicapai.  

4. Meta Evaluasi. evaluasi terhadap berbagai 
implementasi kebijakan yang ada, untuk 
menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.  

James Anderson (2011:276-278) membagi 
evaluasi (implementasi) kebijakan public 
menjadi tuga. Tipe pertama, evaluasi 
kebijakan public yang dipahami sebagai 
kegiatan fungsional yang selalu melekat pada 
setiap kebijakan public, kedua evaluasi yang 
memfokuskan pada bekerja kebijakan, ketiga 
evaluasi sistematis untuk mengukur kebijakan 
atau mengukur pencapaian disbanding target 
yang ditetapkan. 
Jones (1984:359) mengemukakan bahwa pada 

dasarnya evaluasi kebijakan dilaksanakan untuk 3 
tujuan, yaitu:  
1. Political evaluation (evaluasi bersifat 

politis). Dilakukan untuk melihat apakah 
program memberikan manfaat bagi 
negara. Dapatkah ini ditafsirkan untuk 
membuka peluang bagi re-election, untuk 
mendapatkan dukungan media, atau untuk 
mendapatkan sumbangan kampanye.  

2. Organizational evaluation (evaluasi yang 
bersifat organisasional). Evaluasi ini 
dilakukan untuk mendapatkan jawaban 
tentang apakah kebijakan atau program 
yang dilakukan, melahirkan dukungan 
bagi badan-badan pelaksana. Apakah 
manfaat bagi badan-badan tersebut 
melebihi biaya yang dikeluarkan. Apakah 
kebijakan yang dilakukan, mengarah pada 
perluasan lebih lanjut bagi badan-badan 
tersebut.  

3. Substantive evaluation (evaluasi yang 
substantif atau bersifat nyata). Yaitu 
evaluasi yang dilakukan untuk melihat 
apakah kebijakan atau program yang 
dilakukan telah mencapi tujuan yang telah 
ditetapkan baik secara hukum maupun 
dalam detail kebijakan yang ingin dicapai 
selanjutnya, serta apa dampak kebijakan 
atau program tersebut bagi persoalan yang 
dituju.  

 
Model Keley 

Penelitian Evaluasi kebijakan 
meupakan salah satu metode yang digunakan 
untuk mengevaluasi kebijakan menggunakan 
prinsip-prinsip dan metode evaluasi untuk 
menilai isi, Implenetasi dan dampak dari 
suatu kebijakan. 

Gambar 01 
Lingkup Penelitian Evaluasi Keley 

 

 

 

 

 
 

Keley sebagaimana dikutip oleh 
Sugiono (2017:532), evaluasi kebijakan 
berada pada sebuah komponen dalam 
proses kebjakan. Dalam proses kebijakan 
pembuat kebijakan akan merumuskan 
kebijakan berdasarkan pemikirannya 
sendiri, sasaran dari penasehat atau peneliti, 
dan memasukkan dari tokoh masyarakat, 
partai dan pemerintah. 
1. Potensi dan Masalah kebijakan 

Penelitian kebijakan dapat melakukan 
penelitian evaluasi terhadap potensi 
dan masalah kebijakan, yang 
digunakan sebagai bahan untuk 
pembuatan kebijakan. Evaluasi dapat 
dilakukan berdasarkan dokumen dan 



pendapat para peserta rapat dan diskusi 
kelompok dalam membuat suatu 
kebijakan. Kemungkinan hasilnya 
adalah potensi dan masalah releven 
atau tidak relevan dengan rumusan 
kebijakan. 

2. Profil Pembuat kebijakan  
Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui profil pembuat kebijakan, 
kelompok kepentingan dan atau 
kelompok penekan, Profil bisa diliat 
dari latar belakang pendidikan, 
pekerjaan, agama tempat tinggal, 
keikutsertaan dalam organisasi politik 
dan sosial, kualifikasi kompetensi, dan 
kepentingannya dalam suatu kebijakan. 

3. Rumusan Kebijakan 
Penelitian ini terkait dengan proses 
perumusan kebijakan, berapa lama 
suatu kebijakan dibuat, orang-orang 
yang terliat dalam perumusan 
kebijakan, ide-ide yang dilontarkan 
pada saat diskusi dalam perumusan 
kebijakan, tujuan kebijakan, uji publik, 
sosialisasi dan ruang lingkup isi 
kebijakan, kejelasan isi rumusan 
kebijakan, tujuan penelitian pada 
bagian ini adalah untuk mengetahui 
latar belakang kebijakan tersebut 
dirumuskan, dan seberapa baik 
rumusan kebijakan difahami dan 
bermanfaat bagi orang-orang yang 
dikenai kebijakan. 

4. Implementasi Kebijakan 
Penelitian implementasi kebijakan 
sama dengan penelitian proses 
pelaksanaan kebijakan. Tujuan utama 
penelitian pada aspek ini adalah untuk 
mengetahui seberapa jauh program-
program yang telah dirumusakna dalam 
kebijakan tersebut dapat 
implementasikan. Lingkup yang diteliti 
dalam implementasi kebijakan adalah 
yang berkaitan dengan strategi 
implementasi kebijakan, sumber daya 
untuk pelaksana kebijakan, kualifikasi 

dan kompetensi pelaksana kebijakan, 
sistem monitoring pelaksana kebijakan. 

5. Penelitian output  
Penelitian terhadap produk yang 
dihasilkan dari suatu kebijakan. 
Penelitian pada bagian ini bertujuan 
untuk mengetahui seberapa jauh tujuan 
atau output kebijakan tercapai. Output 
yang dinilai adalah kualitas, 
kuantitas,manfaat, efisiensi dan 
efektifitas sumber daya dan biaya yang 
digunakan untuk mengasilkan output 
yang dibandingkan dengan standar 
yang ditetapkan, 

6. Outcome Kebijakan  
Penelitian pada outcome atau dampak 
kebijakan adalah penelitian yang 
berkaitan dengan akibat positif atau 
negarif dari pencapaian output. Bila 
output tercapai atau tidak tercapai 
apakah akibat positif dan negatifnya.  
 

Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif, filsafat Postpositivisme 
sering disebut sebagai paradigma interprestif 
dan konstruktif, memandang realitas sosial 
sebagai suatu yang utuh, kompleks, dinamis, 
penuh makna. Penelitian ini di fokuskan pada 
pendekatan fenomenologi, pendekatan yang 
mencoba menggali dan menemukan 
pengalaman hidup manusia terhadp diri dan 
hidupnya. Data yang diolah penelitian ini 
adalah data primer dan data sekunder, data 
primer adalah data yang langsung didapat 
dilapangan melalui wawancara mendalam 
dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, 
data sekunder adalah data yang telah 
dipublikasikan secara resmi yang didapat dari 
media,dokumenatasi dan arsip dari Lembaga 
terkait, metode pengumpulan data 
wawancara, observasi dan dokumentasi, 
Teknik analisis data, Condensation,display 
dan conclusion drawing/verification. 

 
 



Hasil Penelitian 
 
Pelaksanaan penelitian ini adalah 
menggunakan teori evaluasi kebijakan Keley 
(1997) sebagai guidence penelitian. Atas 
dasar ini maka aspek yang dievaluasi 
berkaitan dengan. 1. Potensi dan Masalah 
Kebijakan, 2. Profil Kebijakan, 3. Rumusan 
Kebijakan, 4. Implementasi, 5 Output, dan    
6. Outcome. 

1. Potensi dan Masalah Kebijakan  
 

Perumusan program CSR PT Adaro 
Indonesia dalam pemberdayaan masyarakat 
Kabupaten Balangan belum sepenuhnya 
menggunakan pendekatan potensi dan 
masalah kebijakan, hal tersebut diliat dari  
Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
(TJSP) yang dibentuk melalui Sk Bupati 
Balangan belum sepenuhnya melaksanakan  
pendekatan partisipatif, mapping, investigasi 
kebutuhan masyarakat dalam perumusan 
suatu kebijakan program, sehingga konsep 
corporate social responsibility belum 
sepenuhnya terlaksana sesuai dengan misi 
CSR itu sendiri. 

 
2. Profil Kebijakan 

 
Berdasarkan keputusan Bupati Balangan 
Nomor : 188.45/328/Kum Tahun 2021 
Tentang Pembentukan Tim Kerja Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2021 
diketahui bahwa unsur Tim perumus program 
CSR PT Adaro Indonesia diisi oleh pejabat 
Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan 
esselon kepangkatan dipemerintah daerah. 
Bupati dan Wakil Bupati Selaku Pembina, 
Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Kepala 
Bidang Perekonomian dan Pembangunan 
Selaku Sekretaris Tim, dan beberapa unsur 
kepala dinas selaku anggota Tim tanggung 
jawab sosial perusahaan yang diamanahi 
untuk merumuskan program CSR PT Adaro 
Indonesia. Jika dicermati tim tersebut belum 
melibatkan berbagai unsur, seperti LSM, 

Akademisi, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, 
dan unsur kelompok kepentingan lainnya. 
Idealnya pembuat kebijakan memerlukan 
masukan dari berbagai sektor, yang nantinya 
diharapkan memeberikan  informasi yang 
lengkap, akurat dan up to date, sesuai 
kebutuhan masyarakat, sehingga peran serta 
kelompok kepentingan diperlukan dalam 
perumusan suatu program, mengikutsertakan 
kelompok kepentingan akan meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, 
pengawasan serta evaluasi program-program 
yang telah dirumusakan. apalagi konsep 
pemberdayaan merupakan konsep idealnya 
adalah melibatkan berbagai sektor. 

 
3. Rumusan Kebijakan 

 
Berikut alur mikanisme perumusan program 
CSR PT Adaro Indonesia. 

Gambar 02 
Mikanisme Perumusan Program CSR 

PT Adaro Indonesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber : diolah peneliti hasil wawancara   2021 
 
Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
yang dominasinya unsur aparatur pemerintah  
tidak memberikan peluang kepada 
masyarakat atau kelompok kepentingan 
untuk bepartispasi secara maksimal. 
Dominanya Tim tanggung jawab sosial 
perusahaan dalam perencanaan dan 
penetapan program juga akan mengantarkan 
CSR masuk dalam politik penguasa, 
meskipun melibatkan pemerintah kabupaten 
level kepada dinas dalam perencanaan, 
tumpeng tindah program akan tetap saja 



terjadi karena Tim tanggung jawab sosial 
perusahaan (TJSP) tidak sepenuhnya 
mengetahui tentang keadaan desa, hal ini 
berkaitan dengan tidak adanya dilibatkan 
kecamatan, desa, dan masyarakat dalam fase 
perencanan, penetapan program oleh tim 
TJSP juga belum menggunakan pendekatan 
potensi dan masalah masyarakat kabupaten 
balangan, mikanisme perumusan program 
juga belum menggunakan pendekatan 
investigasi, mapping, mengapa program 
tersebut dilaksanakan, apakah program 
tersebut sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat, pada akhirnya  banyak program 
salah sasaran, keluar dari kontek atau konsep 
pemberdayaan, sehingga program CSR PT 
Adaro Indonesia  yang ditetapkan belum 
memberikan dampak positif bagi masyarakat 
balangan. 

 
4. Implementasi Kebijakan  

 
Kebijakan Pemerintah dalam program 
Corporate Sosial Responsibiliy (CSR) secara 
konsep umumnya sudah memadai, namun 
pada tatanan implementasi belum optimal, 
Anggran CSR yang disediakan oleh pihak 
Adaro meliputi Ekonomi, Pendidikan, 
Kesehatan,Sosial Budaya, dan lingkungan, 
pelaksanaan program belum berjalan dengan 
efektif, kegiatan program belum sepenuhnya 
dilakukan uji publik, partisifatif, serta masih 
rendahnya kompetensi perumus kebijakan 
program corporate social responsibility, tim 
tanggung jawab sosial perusahaan yang 
dibentuk berdasarkan keputusan bupati 
balangan belum memahami konsep atau visi 
CSR itu sendir. 
 

5. Output Kebijakan  
 
Program CSR PT Adaro Indonesia belum 
sepentuhnya memberikan manfaat untuk 
masyarakat Kabupaten Balangan khususnya 
pada bidang pemberdayaan masyarakat, 
diketahui bahwa PT Adaro Indonesia hanya 

memberikan dana kepada desa ring 1 desa 
yang terdampak operasional pertambangan 
belum maksimalnya dilakukan  
pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan, 
sehingga manfaat belum sepenuhnya terliat 
optimal. 
 

6. Outcome Kebijakan  
 
Outcome CSR PT Adaro Indonesia pada 
bidang Insfrastruktur telah berjalan dengan 
baik, akan tetapi pada bidang pemberdayaan 
dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten 
Balangan belum sepenuhnya memberikan 
dampak positif, belum terliatnya  outcome 
program Corporate sosial responsibility PT 
Adaro Indonesia pada bidang pemberdayaan 
masyarakat, dikarenakan kurangnya 
partisipasi masyarakat dalam  pembahasan 
program sampai pada tataran pelaksanaan 
program, sehingga program yang 
peberdayaan masyarakat belum berdampak 
positif bagi masyarakat kabupaten balangan. 
 

Dampak Program Corporate Social 
Responsibility bagi masyarakat Kabupaten 
Balangan. 

 
1. Dampak Ekonomi 

 
Gambaran ekonomi balangan dapat 
diliat pada gambar berikut : 

Gambar 03 
Kondisi Ekonomi Kab. Balangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Sumber : data.kalselprov.go.id 



Berdasarkan gambar diatas 
diketahui bahwa pertumbuhan 
ekonomi Kabupaten Balangan 
merupakan pertumbuhan ekonomi 
terendah se- Kalimantan selatan sejak 
tahun 2016 – 2019. Mencermati dari 
data tersebut maka program 
pemerintah dan program CSR PT 
Adaro Indonesia belum sepenuhnya 
memberikan dampak posiitif terhadap 
pertumbuhan ekonomi masyarakat 
Kabupaten Balangan. 

 
2. Dampak Pendidikan  

Berdasarkan data  bapsm-kalsel.or.id 
diketahui bahwa  : Akreditasi Sekolah 
SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA bervariasi. 
Pada tingkat SD 1 Sekolah Mendapatkan 
Nilai 65 Akreditasi D tidak terkareditasi, 
Sebanyak 16 Sekolah Mendapatkan nilai C 
terakreditasi 9 Sekolah mendapatkan nilai B 
terakreditasi dan 1 Sekolah SD Mendapatkan 
Nilai Akreditas A. jika diliat dari budget CSR 
PT Adaro Indonesia tahun 2018-2020 pada 
bidang pendidikan bantuan CSR PT Adaro 
Indonesia alokasi dana lebih terdistribusiakan 
pada bantuan beasiswa pendidikan tinggi, 
tidak sepenuhnya langsung pada proses 
bantuan mengajar, oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa program CSR PT Adaro 
belum sepenuhnya memberikan dampak 
positif pada proses dan hasil pendidikan di 
Kabupaten Balangan. 
 

3. Dampak kesehatan  
Program CSR PT Adaro Indonesia bidang 

Kesehatan berupa bantuan Penyediaan Air 
Bersih, KIBBLA, Sekolah Sehat, Bakti 
Sosial Kesehatan, Operasi Katarak Gratis dan 
Insfastruktur Support Kesehatan. Diliat dari 
beberapa program kesehatan yang dijalankan 
CSR PT Adaro Indonesia, bidang kesehatan 
memberikan dampak positif bagi  usia 
harapan hidup masyarakat Kabupaten 

Balangan. berikut tren angka harapan hidup 
masyarakat Kabupaten Balangan. 

Gambar 04 
Tren Pertumbuhan Hidup Kab. Balangan 

 
 

 
 
 
 

 
Sumber : data.kalselprov.go.id 

4. Dampak Sosial Budaya 

Program PT Adaro Indonesia pada bidang 
Sosial Budaya, terbagi dua kegiatan, pertama 
bidang Pembinaan Seni dan Budaya dan 
kedua pembinaan Olahraga. Secara dampak 
pembangunan PT adaro Indonesia berperan 
positif dalam pembangunan sarana dan 
prasarana Seni, Budaya dan Olahraga. akan 
tetapi dari segi pemberdayaan  dampak 
positif masih belum sepenuhnya optimal 
kususnya bagi suku Dayak pitap, diketahui 
bahwa, masyarakat Kabupaten balangan 
terdiri dari suku Banjar, yang disebut orang 
batang Balangan atau pauk Balangan, dan 
suku Dayak yang merupakan bagian dari 
suku Dayak meratus, ( Dayak pitap). 
Fasilitasi kegiatan bagi suku Dayak selama 
ini masih bersifat event / kegiatan tahunan, 
masih sedikit program CSR  PT adaro 
Indonesia untuk pemberdayaan suku Dayak 
pitap. 

 
 

5. Dampak Lingkungan 
 
     Program bidang lingkungan bertujuan 

untuk melakukan indentifikasi potensi 
lingkungan di sekita masyarakat, wilayah 
operasional yang dapat dijadikan upaya 
peningkatan kualitas lingkungan,  Program 



CSR PT Adaro Indonesia pada bidang 
lingkungan berupa program pengelolaan 
sampah 3R,  Pendidikan lingkungan hidup 
dan energi terbarukan, dari beberapa program 
yang telah di jalankan pada bidang 
lingkungan belum sepenuhnya memberikan 
dampak positif, hal tersebut dikarenakan 
program lingkungan belum sepenuhnya 
menjawab permasalahan yang timbul akibat 
kegiatan tambang, dampak negatif yang 
timbul dimasyarakat kebisingan, air 
tercemar, rusaknya jalan dan hilangnya flora 
dan fauna di daerah tambang. 

 
 

Model evaluasi Kebijakan Program  
 
Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan tentang Evaluasi Program 
Corporate Social Responsibility (CSR) PT 
Adaro Indonesia dalam pemberdayaan 
masyarakat Kabupaten Balangan Provinsi 
Kalimantan Selatan, maka peneliti 
mengemukakan model evaluasi kebijakan 
program, sebagai berikut : 

 
Gambar 05 

Model Evaluasi Kebijakan Program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sumber : diolah Reno Affrian 

 
Dalam pengelolaan suatu program 

perlu melibatkan masyarakat sehingga 
program yang ditetapkan akan 
menumpuhkan partisipasi masyarakat, pada 
gambar 05 tentang model penelitian 

evaluasi kebijakan program dapat 
dijelaskan pendekatan kolaboratif 
menghindarkan pembuat kebijakan yang 
bersifat top dwon atau  pendekatan dari atas 
kebawah, pendekatan evaluasi kebijakan 
program yang kolaboratif mempunyai 
fungsi pendekatan dari yang bersifat 
Bottom- up atau dari bawah keatas, program 
kegiatan  berdasarkan masukan dari 
masyarakat penerima program yang 
kemudian disusun dan direalisasikan dalam 
bentuk program kegiatan. Untuk melakukan 
evaluasi kebijakan program apakah 
program bersifat kolaboratif  dapat 
dilakukan mulai dari 

Pada gambar diatas dapat dijelaskan 
model evaluasi kebijakan program sebagai 
berikut : 
1. Manajemen Pengelolaan  

Peneliti Kebijakan dapat melakukan 
evaluasi terhadap manajemen 
pengelolaan, bahan evaluasinya adalah 
dimulai dari perencanaan program, 
bahan-bahan yang digunakan dalam 
perumusan kebijakan program, profil 
pembuat kebijakan program, pembagian 
tugas dan fungsi pelaksana program, 
standar prosedur (SOP) dan koordinasi 
antar kelompok kepentingan.  

2. Program yang di tetapkan  
Apakah program yang telah ditetapkan 
merupakan  kebutuhan kelompok 
sasaran, bahan evaluasinya adalah 
mengapa program tersebut diadakan, 
apakah program tersebut sesuai dengan 
potensi masalah dan sesuai dengan 
kebutuhan palangan. 

3. Kelompok Sasaran 
Kelompok sasaran berkaitan dengan 
penerima manfaat program, bahan 
evaluasinya adalah, ketepatan sasaran, 
partisipasi masyarakat. 

4. Implementasi  
Implementasi kebijakan program adalah 
untuk mengetahui seberapa jauh 
program-program yang telah ditetapkan 



dapat diimplementasikan, bahan 
evaluasinya adalah terkait sumberdaya, 
komunikasi, sosial politik, strategi 
implementasi, dan sistem monitoring. 

5. Dampak 
Dampak kebijakan program adalah 
penilaian terhadap program yang telah 
dijalankan, apakah program tersebut 
berdampak positif atau negatif, bahan 
evaluasinya adalah kemanfaatan 
program, kepuasan masyarakat, 
terjadinya perubahan bagi masyarakat 
luas atau pihak yang dikenai kebijakan 
program. 

Kesimpulan dan Saran 
 

Berdasarakan hasil penelitian, 
kesimpulan dalam penelitian ini sebagai 
berikut : 
1. PT Adaro Indonesia merealisasikan 

tanggung jawab sosialnya melalui 
beberapa program, yaitu 1. Bidang 
ekonomi, 2. Bidang Pendidikan,                3. 
Bidang Kesehatan, 4. Bidang Sosial 
budaya, dan 4. Bidang lingkungan. Proses 
perumusan dan penetapan  program CSR 
PT Adaro Indonesia dilakukan oleh TIM 
Kerja tanggung jawab sosial perusahaan 
(TJSP) yang dibentuk dan ditetapkan 
melalui SK Bupati Kabupaten Balangan. 
susunan Tim TJSP terlihat jelas diisi oleh 
aparat pemerintah daerah berdasarakan 
eselon atau jabatan structural tanpa 
melibatkan level Kecamatan, Desa, LSM, 
Lembaga Indevenden,Akademisi maupun 
Masyarakat Sekitar tambang, 
Dominannya peran pemerintah melalui 
Tim TJSP menyebabkan program CSR 
hanya unutuk kepentingan pemerintah 
kabupaten bukan untuk kepentingan 
masyarakat, sehingga hakikat CSR dalam 
kontek Pemberdayaan Masyarakat belum 
optimal. Pada sisi lain keterlibatan 
pemerintah yang terlalu dominan pada 
perencanaan dan penganggaran program 

membawa CSR masuk dalam kepentingan 
politik pengusaha. 

2. Peran CSR PT Adaro Indonesia  belum 
sepenuhnya memberikan dampak positif 
bagi masyarakat Kabupaten Balangan, 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten 
Balangan merupakan pertumbuhan 
ekonomi terendah se-Kabupaten/ Kota di 
Kalimantan Selatan  sejak  tahun 2016 
sampai dengan sekarang. tentunya 
program-program yang telah ditetapkan 
pada bidang ekonomi belum berjalan 
efektiv untuk peningkatan  pertumbuhan 
ekonomi Kabupaten Balangan. Bidang 
pendidikan juga belum memberikan 
dampak positif, hal tersebut dilihat dari 
peringkat mutu sekolah, sarana dan 
prasarana pembelajaran yang belum 
sepenuhnya memenuhi standar nasional 
pendidikan, bantuan CSR bidang 
pendidikan lebih terdistribusikan pada 
bantuan beasiswa pendidikan tinggi, 
sangat minim pada proses bantuan 
mengajar, sehingga program  pendidikan 
belum memberikan  dampak positif. 
Bidang Kesehatan,. dilihat dari beberapa 
program kesehatan yang dijalankan 
bidang kesehatan memberikan dampak 
positif. Berdasarakan data rilis Badan 
pusat Statistik Provinsi Kalimantan 
Selatan usia harapan hidup masyarakat 
Kabupaten Balangan mengalami tran 
peningkatan yang singkinfian pada tiap 
tahunnya,. Artinya program CSR PT 
Adaro Indonesia berperan positif terhadap 
dampak Kesehatan masyarakat Kabupaten 
Balangan. Program Sosial Budaya belum 
sepenuhnya memberikan dampak positif  
bagi suku Dayak pitap, pemberdayaan 
bagi suku Dayak pitap masih bersifat 
event/ kegiatan tahunan, masih minimnya 
program yang langsung menyentuh suku 
Dayak pitap. Bidang lingkungan dari 
beberapa program yang telah di jalankan 
pada bidang lingkungan belum 
sepenuhnya memberikan dampak positif, 



hal tersebut dikarenakan program 
lingkungan belum sepenuhnya menjawab 
permasalahan yang timbul akibat kegiatan 
tambang, dampak negatif yang timbul 
dimasyarakat kebisingan, air tercemar, 
rusaknya jalan dan hilangnya flora dan 
fauna di daerah tambang. Rendahnya 
factor dampak positif pada program CSR 
PT Adaro Indonesia berhubungan dengan 
lemahnya perencanaan oleh TIM 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
(TJSP) Tim dalam perumusan program 
belum menggunakan pendekatan kajian 
investigasi, mapping kebutuhan 
masyarakat, sehingga program yang 
ditetetapkan belum sepenuhnya relevan 
dengan  potensi dan masalah masayarakat.  

3. Implikasi yang dihasilkan dari peneltian 
ini yaitu model konsep Evaluasi 
Kebijakan Program yakni, 1 Manajemen 
Pengelolaan, 2 Program yang ditetapkan, 
3 Kelompok Sasaran, 4. Implementasi dan 
5 Dampak 

 
Saran 
 
Berdasarakan dari kesimpulan, saran 
penelitian berikutan yaitu : 
1. Pihak yang berwenang perlu melakukan 

desain ulang pengelolaan program CSR 
dengan melibatkan kelompok 
kepentingan. 

2. Kepada TIM Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan (TJSP) perlu menekankan 
pendistribusi alokasi dana CSR pada 
program pemberdayaan masyarakat 
sehingga program tersebut berdampak 
jangka Panjang. 

3. Selanjutnya kepada Pihak yang 
berkepentingan kedepannya dapat 
melakukan evaluasi dengan pendekatan 
model evaluasi kebijakan program yang 
peneliti kembangkan. 
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